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ABSTRAK 
Socha Tcefortin Indera Sakti. 2018. E0014382. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI 
PRAKTIK JUAL BELI TANAH LETTER C DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis yang terdapat didalam praktik 
jual beli tanah Letter C. Tinjauan yuridis yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini ialah 
terkait dengan kesesuaian antara perjanjian jual beli tanah Letter C dengan hukum perjanjian dan 
untuk memahami perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah Letter C  dengan 
akta di bawah tangan.  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan 
penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian primer dan bahan penelitian sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. selanjutnya teknis analisis yang 
digunakan adalah metode deduktif. 
Kesesuaian dan keabsahan dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang penting 
ketika berbicara mengenai suatu bentuk perjanjian.  Adanya asas kebebasan berkontrak dalam 
hukum perjanjian bukan berarti mengesampingkan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam 
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan melupakan bahwa tidak semua perjanjian 
dapat dibuat dengan bebas oleh para pihak sendiri tanpa memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran tanah mensyaratkan setiap peralihan hak atas tanah dengan jual beli 
harus membuat perjanjian dihadapan pejabat yang berwenang. Kesesuaian surat pernyataan jual 
beli tanah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi dasar sahnya suatu 
perjanjian jual beli tanah dan menjadi acuan apakah perjanjian tersebut dapat diakui secara 
hukum atau tidak. 
Hal penting lainnya ketika membahas mengenai perjanjian ialah pentingnya pemberian 
perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat didalam suatu perjanjian. Perlindungan hukum 
yang diberikan dapat bersifat preventif dan atau yang bersifat represif. Apabila perjanjian yang 
dibuat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akan mendapatkan 
perlindungan hukum yang kuat. Sedangkan surat pernyataan jual beli tanah yang dibuat dibawah 
tangan masih memiliki kelemahan-kelemahan dibandingkan dengan Akta Jual Beli sehingga 
perlindungan hukum yang diberikan masih lemah. Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk 
menjamin terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat, 
terutama masyarakat Indonesia dan terkhususnya para pihak yang terlibat. Apabila pernyataan 
jual beli yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka apakah masih 
dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak di dalam 
perjanjian atau tidak. 
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ABSTRACT 
SOCHA TCEFORTIN INDERA SAKTI. 2018. E0014382. JURIDICAL REVIEW ON THE 
PRACTICE OF THE SALE OF LAND USING LETTER C REVIEWED FROM THE LAW 
OF THE AGREEMENT. LEGAL WRITING. FACULTY OF LAW SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. 
This research aims to determine the juridical review contained in the practice of selling 
and purchasing Letter C land. The juridical review being discussed in this legal research was 
related to the suitability of the sale and purchase documents of the Letter C land with the 
agreement law. The juridical review also tried to understand the legal protection for the parties 
in the sale of Letter C land with an under hand deed. 
This research is a normative legal research that is prescriptive. The type of research 
material used is primary research material and secondary research material. The data collection 
technique used is library research. then the technical analysis used is the deductive method. 
The conformity and validity in an agreement are the important aspects to consider when 
discussing the form of agreement. The existence of the principle of the freedom of contract in the 
contract law does not mean that the validity of the agreement stipulated in Article 1320 of the 
Civil Code isbeing ruled out, and that it overlooks that not all agreements can be made freely by 
the parties without regards to other laws and regulations in force at that moment. Government 
Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 on Land Registration requires that 
each transfer of the land rights done through the process of selling and purchasing must be 
equipped with an agreement signed before an authorized official. The conformity of the sale of 
land agreement document with the laws and regulations in force is the basis for the validity of 
the sale of land agreement and becomes a reference whether the agreement can be legally 
recognized. 
Another important thing in discussing agreements is the importance of providing legal 
protection for the parties involved. It can be in a form of preventive and/or repressive protection.  
If the agreement made is considered valid and in accordance with applicable legal provisions, it 
will get a strong legal protection. While the selling and purchasing of Letter C land deed was 
made under the hand still has weaknesses compared to the Selling and Purchasing Deed made 
before PPAT so that the legal protection provided is still weak. The exciexistence of the legal 
protection aims to ensure the realization of legal certainty, benefit, and justice for all people, 
specifically the Indonesians and in all the parties involved in general. If the statement of sale and 
purchase is made not in accordance with the provisions of the law, then can it still be used as a 
basis for providing legal protection for the parties in the agreement or not.  
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